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emerintah

[I‘.dﬂll(‘ilg‘l menar-
getkan 23 persen

bauran energi ter-
barukan pada 2023, dan
pada tahun ini Indonesia
telah mencapai 12,5 persen.
Salah satu kontribusi bau-
ran energi terbarukan
berasal dari biogas, yakni
hasil fermentasi kotoran
hewan dan manusia, lim-
bah domestik, dan limbah
organik lainnya. Menurut
Fakultas Peternakan
versitas ijah Mada,
gas dapat memenuhi
persen kebutuhan
han bakar memasak
dan listrik. Strategi desen-
tralisasi melalui biogas
mendukung ketahanan
dan kemandirian energi
daerah untuk mendukung
pembangunan rendah kar-

bon, membantu capaian
1a elektrifikasi, serta
mengembangkan energi

dan ekonomi desa hingga
Rp 64,3 triliun per tahun

Namun, saat ini, perian-
faatan dan penyebaran
biogas masih di angka 1,24
persen meskipun potensi
limbah organik mencapai
39 juta ton per hari. Padahal
optimalisasi pemanfaatan
biogas penting untuk
membantu transisi energi
lokal untuk mengurangi
impor elpiji. Sementara itu,
subsidi pemerintah untuk
elpiji terus bertambah
setiap tahun dan mencapai
6,6 miliar metrik ton pada
2018,

Kementerian  Energi
dan Sumber Daya Mineral
melaporkan bahwa penye-
baran reaktor biogas hanya
sekitar 50 persen dari tar-
get 49,6 juta meter kubik
pada 2017. Tahun 2018
mencatat tingkat pencapai-

an yang lebih.rendah, seki-
tar 30 persen dari target 69
juta meter kubik. Menurut
Kementerian, kendala
penyebaran reaktor adalah
tidak adanya dana dari
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN)
untuk program tersebut.
Saat ini, program biogas
sebagian besar menggu-
nakan dana alokasi khu-
sus (DAK). Kendala lain,
Kementerian mengaku,
adalah kurangnya koordi-
nasi lintas lembaga pemer-
intah dan sinergi antarpro-
gram. Program-program
biogas pemerintah tersebar
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di sejumlah kementerian,
seperti Kementerian Energi,
Kementerian . Pertanian,
Kementerian Lingkungan
Hidup, Kementerian Desa,
dan sejumlah pemerintah
daerah.

Di luar hal itu, kendala
tata kelola program biogas
sebenarnya lebih kompleks.
Pertama, Indonesia tidak
memiliki rencana bio-
gas nasional seperti Cina
yang berhasil mengem-
bangkan biogas. Badan
PerencanaanPembangunan
Nasional (Bappenas) dan
Kementerian Energimenye-
butkan bahwa target penye-

baran biogas tergabung
dengan target bioenergi
di Rencana Umum Energi
Nasional dan Rencana Aksi
Nasional Penurunan Emisi
(Gas Rumah Kaca. Namun,
dalam  implementasinya,
tidak ada koordinasi dan
sinergi yang jelas antara
Bappenas dan kementerian
lain.

Target penyebaran bio-
gas bisa disebut tidak pasti
karena sebagian besar prog-
ram biogas bergantung
pada minat rakyat dan
pemerintah daerah dalam
mengirim proposal ke
pusat untuk mendapat bio-

. gas. Pembiayaan proposal

ini pun bergantung kem-
bali pada persetujuan dari
Kementerian Keuan
Selain  itu, koordi
pemerintah dengan target
program biogas lain dari
lembaga swadaya masyara-
kat terbatas. Hal ini mem-
t targ I ran
sas semakin tidak jelas
dan tidak terintegrasi
Kedua, ada kendala
dalam tata kelola
tai biogas, dari prod
sampai konsumsi. Di
produksi, ada m
biaya instalasi
dan ku

ran-

tinggi
1ya bahan bakua
perti kotoran ter-
nak. Di sisi konsumsi, seba-
§ arakat kurang
tertarik karena prosedur
penggunaan biogas lebih
rumit daripada elpiji

Ketiga, dari sisi penda-
naan, skema hibah dan
subsidi penuh pada seba-
gian besar program biogas
pemerintah kontraproduk-
tif bagi skema semikomer-
sial dari program biogas
LSM. Masvarakat tidak
mau membeli reaktor bio-
gas dari LSM karena cen-
derung menunggu hibah
dari pemerintah.

Untuk memperbaiki itu
semua, perlu dilakukan
koordinasi dan kerja sama
banyak pihak. Penelitian
dari Wageningen University
menunjukkan bahwa
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peningkatan kerja sama
lintas lembaga di Indonesia
selama 2010-2016 mening-

katkan jumlah sebaran
reaktor biogas, dari 16
ribu menjadi ribu reak-

tor. Perluasan kerja sama
tersebut  menggunakan
pendekatan tata kelola
polisentris, yakni program
biogas LSM berkolaborasi
dengan pemerintah, s
ta, kelompok petani, ¢
lembaga keuangan.
Kesuksesan pendekatan
ini sayangnya tidak dilan-
jutkan pemerintah. Pz
2017, kebijakan Satu Data
membuat program-prog-
ram biogas dipusatkan ke
Kementerian Energi. |
ini menurunkan intensitas
kerja sama banyak pihak
dan mengurangi capaian
sebaran reaktor biogas
menjadi 36 ribu. Kebijakan
sentralisasi ini perlu dikaji
ulang Desentralisasi
melalui pendekatan banyak
pihak penting untuk men-
dorong distribusi sumber
daya otoritas, keuangan,
dan keahlian tentang bio-

gas

Dari  sisi pem
aan, pada 20189,
tidak

naan DAK. Hal ini
kin mengancam opfir
isasi penyebaran biogas.
Pemerintah perlu memikir-
kan solusi pendanaan lain
di luar skema hibah, sep-
erti kerja sama yang lebih
intensif dengan program
biogas dari LSM. Hal ini
dapat mendukung sek-
tor bisnis pengembangan
teknologi biogas sehingga
nanti tidak bergantung
pada APEN.

Regulasi juga diperlu-
kan untuk memperkuat
dorongan  penggunaan
biogas. Pemerintah bisa
mempertimbangkan untuk
mengurapgi atau memin-
dahkan subsidi elpiji ke
biogas, khususnya di dae-
rah yang memiliki potensi
limbah pertanian.




